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Polemik UU Reforma Agraria
atan, Silakan Gugat

Masyarakat Sipil untuk
Keadilan Agraria menolak Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2026
tentang Pengaturan Reforma
Agraria (UU PRA). Koalisi menilai
proses pembuatan maupun

lah

Keher

(KIKA), AGRA, dan Agrarian
Resource Center (ARC).

Menurut pemantauan koalisi,
naskah resmi UU PRA baru beredar
pada 6 November 2026 atau
37 hari setelah undang-undang

yimp
persoalan.

Koalisi tersebut terdiri atas
YLBHI, Perkumpulan HuMa
Indonesia, JATAM, Trend Asia,
Pusat Kajian Hukum dan Keadilan
Sosial (LSJ) FH UGM. Solidaritas
Perempuan, Kaukus Indonesia
untuk Kebebasan Akademik

MUHAMMAD ISNUR, Ketua Umum YLBHI

Proses Pembuatannya
Bermasalah & Menyimpang

For0 st

1\ pada 30

Selain persoalan proses
K

Koalisi juga risike

9.
koalisi mam parsoalkan
penempatan aparat aktif sebagai
Kepala BRAN. Menurut mercka,
keputusan tersebut berpotensi
menimbulkan persoalan

jabatan di
BRAN oleh aparat aktif, termasuk
pada tingkat deputi
Di lain, Anggota
Badan Legislasi (Baleg) DPR
RI Firman Soebagyo tidak

2026. K ini

dan

dinilai mempersempit
publik untuk mempelajari dan
menguji proses pembentukannya.

Koalisi juga menyoroti
penerbitan Keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 105/P Tahun
2026.
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“Kami mendesak DPR dan
Pemerintah untuk mencabut
ketentuan-ketentuan yang
bermasalah serta menyusun
ulang Undang Undang PRA
dengan memastikan adanya
partisipasi masyarakat yang
bermakna dalam proses
pembentukannya.

Anda bersama Koalisi Masyarakat
termasuk YTRHT, menalak Un-
dang Undang Pengaturan Reforma
Agraria (UU PRA) yang telah disah-
kan dalam rapat paripurna DPR.
Apa alasan penolakan tersebut?
Koalisi Masyarakat Sipil untul
Keadilan Agraria menolak Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2026
tentang Pengaturan Reforma Agraria

(UU PRA)

Apa dasar Koalisi menolak un-
dang-undang tersebut?

Koalisi menilai proses pembentu-
Kannya bermasalah dan substansi-
nya menyimpang dari semangat
kerakyatan Undang-Undang Pokok
Aguatia (UUPA) 1960.

‘Alih-alih membongKar ketimpang-
an penguasaan tanah 11 PRA justri

Dalam pendampingan konflik
agraria, koalisi mengaku
menemukan keterlibatan aparat
aktif dalam inti

pi
yang disampaikan berbagai
kelompok masyarakat sipil.

jalur
melalui uji materi (judicial review)
di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lantas, apa alasan Koalisi
Masyarakat Sipil menolak UU
PRA? Bagaimana DPR menanggapi
berbagai kritik tersebut.

Berikut wawancara dengan
Anggota Baleg DPR RI Firman
Soebagyo dan Ketua Umum YLBHI

ya, proses pi

Isnur terkait polemik

UU PRA telah

dan kriminalisasi terhadap warga
yang mempertahankan tanahnya.
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Pemerintah.

Yang jelas, dalam
proses pembahasannya,
menurut pandangan
saya, undang-undang ini
Sudah disusun.dengan
sangat baik, karena
melibatkan berbagai
unsur masyarakat dan

unsur
la juga mempersilakan pihak-
pihak yang keberatan untuk

g
dan Pemerintah.

dan lak p UU
Pengaturan Reforma Agraria.

FIRMAN SOEBAGYO, Anggota Badan Legislasi DPR RI
Kalau Keberatan,
Silakan Gugat Ke MK

terhadap masyarakat

Juangkan hak ny Kriminali

Apa yang menjadi desakan Koa

Kami mendesak DPR dan Pem

sarakal yang bermakna dalam proses.
pembentukannya

Selain UU PRA, Anda juga
penempatan polisi aktil
sebagai Kepala Badan Reforma
Agraria Nasional (BRAN). Apa

terhadap warga yang
mempertahankan tanahnya. Kon
d bulkan ke

den
njalankan agenda re.

terhadap indepe
seharusnya o
forma agraria sccara adil

Apa yang Anda harapkan dari
Presiden terkait pers

nempatan polisi aktif dalam jabatan
sipil scbagai Kepala BRAN.

Apa catatan penting lainnya yang
perlu menjadi perhatian Pemerintah

intimidasi, hingga i
an Anda terhadap

hawatiran
lembaga yang

hadap Undang:

Sanny:
undang

oalan tersebut?

kan be
Pemerintah

a itu, diperlukan regulasi
ang menjadi edaman

dengan sangat baik karcna my
pagai unsur masyarakat dan

lah kelompok masyarakat sipil ter

be agar perscalan persoalan
tersebut bisa

Reforma Agraria (UU PRA)7
Penolakan tenta boleh saja. Ttu
upakan hal yang wajar. Namun,
ng jelas, dalam proses pemba-
menurut pandangan saya,
undang ini sudah disusun
ibat-

Mengapa Anda menilai UU PRA
ini sudah disusun dengan baik?
Selama ini, ego sckioral di

ing-

Artinya, UU PRA memang dibu-
tuhkan untuk mengatasi persoalan

Undang-un-

gajukan uji materi atau judicial re-
viewke Mahkamah Konstitusi (MK)

Jadi, Anda mempersilakan pi-
hak yang menolak UU PRA untuk
ke MK?

ang ini juga agar Peme-
rintah bisa lebih me nd ngar aspirasi
rakyal. Keberadaan BRAN yang
Berianggung Jawab langsung ke
pada Presiden juga dimaksudlkan agar

Iya. Kalau memang kebe

dalam
Konstitusi. Jadi. persoalan tersebut bisa

i dan komando
retorma agraria lebi

i jalur

persoalan ini

Anda me-
ngenai keberadaan BRAN yang
Juga dipersoatkan, Khususoya tei-

persoalannya? dalam pelaksanaan reforma agraria? kungan Pemerintah cukup tinggi.  an masyarakat luas,

Penempatan polisi aktil 'bng Pemerintah harus menghentikan Akibatiya, ketika muncul persoalan
Kepala BRAN 0 k-hak atu instansi dengan i Anda i
an terkait independensi dan ]-m i i dang sejumlah

ber benturan

canah olch budan usaha Dalam berbagat

lit pengakuan hak-hak rakyat, serta isi menemukan  berikan kLp.lslhln Bl clane
perluas praktik B dalam

ngannyasendiri.

val mREN soalan tersehit se

yang Kual untuk menyelesaik

kepent
lak ada kermauan

an pe

T

g sipil terha-

dap UU PRA?

Kalau memang ada keberatan
1 keluhan, silakan disampaikan

lmnhaga u-r«-h ?
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